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RIWAYAT HIDUP

Effendi Pasandaran lahir di Ulu Siau Sangir 
Talaud, Sulawesi Utara , pada tanggal 5 Maret 
1943, anak keempat dari lima bersaudara pasangan 
Bapak Hendrik Pasandaran dan Yosephine Lalisang. 
la menikah dengan Valeri Lira Tjandrakirana pada 
tahun 1967 dan dikaruniai empat orang anak dan 
tiga cucu. Pendidikan Sekolah Rakyat dan SMP 
diselesaikan masing masing pada tahun 1955 

dani 958 di Ulu Siau. Pada tahun 1961 lulus SMA Don Bosco Manado 
dan meneruskan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Indo­
nesia di Bogor dan lulus sebagai Sarjana Pertanian IPB pada tahun 
1966.

la mulai bekerja pada tahun yang sama pada Direktorat Pengairan 
Pedesaan, Direktorat Jenderal Pertanian,Departemen Pertanian, dan 
seTanjutnya berturut turut pada Direktorat Teknik Pertanian, Direktorat 
Perlindungan Tanaman, dan Direktorat Perluasan Areal, Direktorat 
Jenderal Pertanian Tanaman Pangan.

Pada tahun 1978 la mengikuti pendidikan Pascasarjana IPB dan 
memperoleh gelar Doktor dalam bidang ekonomi pertanian pada 
tahun 1982. Latihan-latihan yang terkait dengan bidang keahlian yang 
pernah diikuti adalah The 6th International Post Graduate Course on 
Land Drainage, Wageningen, Netherlands, pada tahun 1967. Dalam 
rangka mempersiapkan penelitian disertasi sebagai Scholar dari 
Agricultural Development Council (ADC) berturut turut menjadi 
research fellow pada tahun 1979 di IRRI dan pada tahun 1981 di 
Rutgers University, New Jersey, USA.

Pada tahun 1983 bekerja pada Pusat Penelitian Agro-Ekonomi 
Badan Litbang Pertanian sebagai Kepala Bidang Diseminasi Hasil 
Penelitian dan antara tahun 1985 sampai 1989 diperbantukan sebagai 
tenaga ahli pada Biro Pertanian dan Pengairan, BAPPENAS. Sejak 
1989 sampai dengan 1995 menjadi Kepala Pusat Penelitian Sosial 
Ekonomi Pertanian, kemudian sejak tahun 1995 sampai dengan 
tahun 2000 menjadi Kepala Pusat Penyiapan Progiam, Badan 
Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
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Jabatan fungsional penelitian dimulai sebagai peneliti muda bidang 
ekonomi pertanian pada Pusat Penelitian Agro Ekonomi pada tahun 
1989 dan memperoleh Ahli Peneliti Utama bidang Ekonomi Pertanian 
pada tahun 1997.Pembina Utama (Golongan IV e ) diperoleh pada 
tahun 2000.

Sekitar 60 persen dari publikasi yang diterbitkan baik dalam 
jurnal maupun prosiding adalah manajemen, evaluasi kebijakan, 
analisis investasi, dan kelembagaan sumberdaya air pada umumnya 
dan irigasi khususnya .la juga menulis tentang manajemen teknologi, 
dan pengkajian yang terkait dengan manajemen usahatani dan 
kelembagaan produksi.Sekitar 40 persen dari karya ilmiah ditulis 
dalam jurnal dan prosiding seminar ataupun workshop yang 
diterbitkan di luar negeri. Disamping itu la terlibat dalam penulisan 
10 buku baik sebagai editor maupun ko-editor dan ikut sebagai 
pembimbing dan penguji mahasiswa S2 dan S3 IPB, Universitas 
Pajajaran, Universitas Indonesia, dan Wageningen University and 
Research Center. Sejak tahun 2003 menjadi anggota Mitra Bestari 
majalah ilmiah "VISI" yang diterbitkan oleh Universitas Andalas.

Kegiatan kegiatan organisasi profesional yang diikuti antara lain 
sebagai ketua Tim Pengarah Jaringan Komunikasi Irigasi Indonesia 
(JKI I) antara tahun 1992 sampai 1997 dan antara tahun 2003 sampai 
sekarang, la juga aktif dalam organisasi Komite Nasional Indonesia 
•International Commission on Irrigation and Drainage sejak 1994 dan 
sejak tahun 2000 sebagai ketua bidang irigasi dan pertanian. Sejak 
tahun 2002 menjadi Wakil Sekretaris Jendral Kemitraan Air Indone­
sia (Indonesia Water Partnership) suatu organisasi yang merupakan 
mitra dari Global Water Partnership. Penghargaan yang diterima dari 
Presiden Republik Indonesia adalah Satya Lencana 20 tahun dan 
Lencana Wira Karya.
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Majelis APU dan hadirin yang saya muliakan,

Pertama tama saya ingin mengucap syukur kepada TUHAN atas 
kasih karuniaNya yang telah dilimpahkan pada kita semua untuk 
berkumpul di tempat ini dalam rangka orasi ilmiah Ahli Peneliti 
Utama.

Pada kesempatan ini perkenankanlah saya dengan segala 
kerendahan hati menyampaikan orasi pengukuhan dengan judul :

REFORMASI IRIGASI

DALAM KERANGKA PENGELOLAAN TERPADU 

SUMBERDAYAAIR

Isi orasi ini terdiri dari lima Bab sebagai berikut :

I . PENDAHULUAN

II . KERANGKA PENGELOLAAN IRIGASI

III. REFORMASI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

IV. KERANGKA PENGELOLAAN TERPADU SUMBERDAYA AIR

V • KESIMPULAN
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PENDAHULUAN

Majelis APU dan hadirin yang saya muliakan,

Masalah irigasi pada umumnya terkait dengan upaya pemenuhan 
kebutuhan air untuk pertanian secara luas termasuk didalamnya 
kebutuhan air untuk tanaman pangan, peternakan dan perikanan, 
kebutuhan bagi tanaman perkebunan, dan tanaman hortikultura 
yang meliputi sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. 
Walaupun kebutuhan irigasi untuk padi masih mendominasi 
kebutuhan irigasi secara menyeluruh sebagai warisan praktek 
praktek yang telah dilakukan selama berabad abad namun 
kecenderungan pergeseran sudah mulai nampak walaupun dalam 
lingkup yang masih terbatas.

Tatkala sistem irigasi mulai dibangun dalam skala besar pada era 
pemerintahan kolonial pernah dipersoalkan apakah pembangunan 
irigasi besar besaran tersebut efektif dalam mengatasi kemiskinan 
yang terjadi di pulau Jawa? Argumentasi yang dikemukakan oleh 

(dalam Booth,1977), salah satu tokoh yang kurang sejalan 
dengan kebijakan pembangunan irigasi pada waktu itu, adalah 
tekanan penduduk yang tinggi yang menyebabkan para petani tetap 
dalam keadaan miskin. Pandangan yang dikemukakan Boeke pada 
hakekatnya menekankan apa yang dikawatirkan oleh Malthus 
tentang pertumbuhan permintaan yang melampaui pertumbuhan 
pasokan pangan. Pandangan lain yang dikemukakan oleh Boserup 
(1965) bahwa justru tekanan penduduk yang tinggi yang merupakan 
determinan utama dalam perubahan teknologi disektor pertanian. 
Dalam pandangan Boserup intensifikasi pertanian adalah jawaban 
terhadap perangkap i/Malthust, yaitu pertumbuhan permintaan 
terhadap pangan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang 
melampaui pertumbuhan pasokan pangan. Pandangan Boserup, ini 
memperoleh justifikasi dengan munculnya teknologi varitas unggul 
responsif air dan pupuk, yang dengan dukungan warisan irigasi yang 
telah direhabilitasi, penelitian dan penyuluhan yang efektif, serta 
kebijakan harga yang memadai memicu meluasnya revolusi hijau 
di Indonesia, sehingga Indonesia pada suatu saat mampu mencapai 
swasembada beras.
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Walaupun sampai saat ini kemampuan produksi pangan dunia 
masih memadai namun bayang-bayang perangkap Malthus masih 
muncul diberbagai kawasan termasuk Indonesia. Dengan semakin 
meningkatnya populasi penduduk dan semakin terbatasnya 
penyediaan lahan, ketersediaan lahan per kapita untuk produksi 
pertanian semakin berkurang. Menurut perkiraan Smill (2000) pada 
pertengahan abad ini lahan pertanian per kapita didunia akan 
berkurang sepertiga sementara pengurangan ketersediaan air untuk 
pertanian akan lebih besar. Walaupun yang sering dipersoalkan 
adalah konversi lahan pertanian, namun ancaman yang lebih serius 
terhadap penyediaan pangan masa depan adalah berkurangnya 
pasokan air (Rosegrant and Hazell, 2000). Peluang terjadinya 
kemiskinan di daerah irigasi akan semakin besar apabila tidak ada 
terobosan teknologi yang dapat meningkatkan pendapatan usahatani 
atau apabila tidak diimbangi dengan pendapatan luar usahatani yang 
memadai.

Produksi pertanian dimasa mendatang akan terus dipengaruhi oleh 
anomali dan ketidakpastian iklim . Gejolak pasokan air yang 
menyebabkan terjadinya kekeringan dan banjir akan terus 
merupakan ancaman bagi usahatani (Molden, 2002. Katumi,et al, 
2002, Bouman, 2003). Di daerah irigasi yang memperoleh pasokan 
air dari waduk Jatiluhur sekalipun, ancaman kekurangan air mulai 
nampak. Pada musim kemarau tahun 2003 misalnya, terjadi 
kekeringan pada areal seluas 29000 ha atau sekitar 28 persen areal 
irigasi Kabupaten Karawang walaupun pasokan air ke Jakarta tetap 
dipenuhi (Indro Surono, 2003). Oleh karena itu upaya inovatif 
diperlukan untuk menyiapkan sistem irigasi dan sistem pengelolaan 
sumberdaya air yang memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi 
dan pertanian masa depan.

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk adalah 
faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap air dimasa 
depan. Ada tiga kecenderungan yang diperkirakan akan terjadi; 
Pertama, permintaan air dari luar sektor pertanian akan meningkat 
lebih cepat dibandingkan dengan permintaan air sektor pertanian. 
Kedua, pergeseran permintaan terhadap komoditi pertanian akan 
menyebabkan pergeseran permintaan terhadap air di dalam sektor 
pertanian. Ketiga, pergeseran permintaan terhadap lahan juga akan 
mempengaruhi permintaan terhadap air.

Dr. E ffendi P a sa n d a ra n



Investasi pembangunan prasana di bidang sumberdaya air 
semakin lama semakin mahal (Pasandaran, 2002, Rosegrant et al, 
2002). Jangka waktu yang diperlukan untuk membangun prasarana 
tersebut juga cukup lama, untuk irigasi yang berskala besar dan juga 
waduk besar diperlukan sekitar 10 tahun (Van der Giessen, 1946, 
Pasandaran and Rosegrant, 1995).

Dengan semakin menonjolnya masalah kekurangan air 
diberbagai belahan dunia pendekatan sektoral dalam pengelolaan 
air dianggap tidak memadai. Dalam berbagai forum seperti ° World 
Water Forum,f yang pertama tahun 2001 dicetuskan perlunya 
pendekatan keterpaduan dalam pengelolaan sumberdaya air atau 
Integrated Water Resources Management1 (IWRM). Demikian pula 
Article 26 o f Plan o f Implementation o f The World Summit on Sus­

tainable Developm ent' (WSSD), Johannesburg, tahun 2002, 
mengingatkan agar semua negara pada akhir tahun 2005 memiliki 
''IWRM plan and Water efficiency strategy/' Strategi tersebut tidak 
saja diperlukan dalam rangka pencapaian tu juan-tu juan 
pembangunan seperti mengurangi kemiskinan, memperkuat 
ketahanan pangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan 
melindungi ekosistem tetapi juga dalam rangka mengatasi tantangan 
tantangan aktual seperti kekeringan, kebanjiran, perebutan air, dan 
masalah sanitasi.

Dalam menanggapi deklarasi Johannesburg tersebut fokus 
pembahasan selanjutnya adalah reformasi irigasi sebagai bagian 
integral pengelolaan terpadu sumberdaya air. Yang dimaksud dengan 
reformasi adalah proses transformasi kelembagaan baik yang 
menyangkut perundang-undangan, peraturan dan hubungan antara 
berbagai lembaga dan aktor-aktor pembangunan yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah terutama 
yang menyangkut latar belakang politik ekonomi kebijakan kebijakan 
yang terkait dengan pembangunan dan pengelolaan irigasi.

Reformasi irigasi mengalami pergeseran fokus dari waktu ke 
waktu sejalan dengan permasalahan yang dihadapi, mulai dari upaya 
upaya praktis memperbaiki kinerja suatu sistem irigasi, kemudian 
reformasi birokrasi yang mengelola sistem irigasi, reformasi yang
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menyangkut redefinisi hubungan antara birokrasi dan petani pemakai 
air. Demikian pula bergulir berbagai tema reformasi; Pada akhir 
dasawarsa delapan puluhan misalnya, masalah pengembalian biaya 
(cost recover^ menjadi pokok pembahasan pada berbagai forum, 
yang kemudian beralih ke masalah transfer pengelolaan irigasi pada 
dasawarsa sembilan puluhan (Mollinga and Bolding, 2004)

KERANGKA PENGELOLAAN IRIGASI

Majelis APU dan hadirin yang saya muliakan,

Indonesia mewarisi pengalaman yang cukup kaya tentang 
perkembangan pengelolaan irigasi. Pengalaman irigasi yang sangat 
panjang menyusul dikembangkannya budidaya padi dilahan 
persawahan yang diperkirakan telah ada di Jawa sekitar 1600 tahun 
sebelum Masehi. Sistem irigasi dalam bentuk sederhana diperkirakan 
telah ada di pulau Jawa sekitar abad pertama Masehi yang pada 
umumnya berukuran kecil namun berada dalam lingkup 
kemampuan masyarakat setempat untuk secara terus menerus 
mampu mempertahankan eksistensinya selama berabad-abad.

U jicoba pembangunan irigasi dalam skala besar dengan 
konstruksi yang dapat bertahan lebih lama dimulai pada pertengahan 
abad ke 19 di pulau Jawa sebagai upaya untuk mengatasi kelaparan 
yang disebabkan oleh kekeringan panjang di kabupaten Demak pada 
tahun 1849. Pada tahun tersebut sekitar duaratus ribu orang meninggal 
karena kelaparan. Sejak itulah dilakukan pembangunan bendung 
di berbagai tempat seperti bendung Gelapan, Tuntang dan bendung 
Sidoarjo dikawasan delta Brantas(Vlughter, 1949). Walaupun 
kekeringan dalam skala yang lebih kecil terjadi lagi pada tahun 1872 
namun perluasan pembangunan irigasi terus dilanjutkan.

Disamping kehidupan masyarakat pribumi, politik pembangunan 
irigasi juga memperhatikan upaya pengembangan komoditi ekspor 
pemerintahan kolonial yang terkait dengan ''cultuurstelser terutama 
tebu dan indigo yang memerlukan irigasi. Kurun waktu antara 
pembangunan irigasi di Demak hingga penghujung abad 19 menurut 
kategori Vlughter (1949) adalah periode pioniring atau rintisan. Politik
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pembangunan irigasi juga dipacu oleh perkembangan teknologi 
hidrolika yang memungkinkan pembangunan irigasi dalam skala 
besar walaupun dijumpai berbagai kendala dalam pelaksanaannya. 
Sekitar 300 ribu ha sistem irigasi diperbaiki pada areal yang 
pembangunan persawahannya telah d irintis oleh masyarakat. 
Dapatlah disimpulkan bahwa pengalaman membangun irigasi 
selama sekitar lima puluh tahun sudah cukup memberikan pelajaran 
bagi pemerintah Hindia Belanda untuk menjadikan irigasi sebagai 
salah satu instrumen kebijakan dalam melaksanakan politik etika 
(Ethiesche Politiek) yang diumumkan oleh Ratu Wilhelmina pada 
permulaan abad ke 20 didepan parlemen Belanda dalam upaya 
mengatasi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat 
pribumi di Hindia Belanda.

Sebagai konsekwensi kebijakan tersebut, paruh pertama abad 
20 dapatlah dikatakan sebagai kurun waktu perluasan irigasi skala 
besar dan pembangunan lembaga pengelolaan irigasi berbasis 
pemerintah. Selanjutnya Vlughter memilah paruh pertama abad 20 
yang merupakan fase pengembangan irigasi secara luas dalam dua 
kurun waktu. Periode pertama, antara tahun 1900 sampai 1925, 
merupakan perluasan prasarana dan pemantapan organisasi 
pengelolaan irigasi, walaupun persiapan tentang penyelengaraan 
pengelolaan telah dilakukan sejak 1871 oleh suatu komisi yang 
d ip im pin  oleh R.De Bruyn. Laporan komisi in i, walaupun 
sesunnguhnya bukan menghasilkan aturan-aturan pengelolaan 
merupakan rujukan utama dalam menyusun produk hukum bagi 
pengelolaai irigasi.

Sebagai tindak lanjut laporan komisi tersebut, pada tahun 1885 
dibentuklah brigade irigasi yang merupakan unit khusus dibawah 
BOW (Burgerlijke Openbare Werkeri) yang mengelola sistem irigasi 
yang dibangun pemerintah. Dengan semakin meluasnya 
pembangunan irigasi, brigade irigasi dianggap tidak memadai dan 
selanjutnya diganti dengan unit wilayah irigasi (irrigatie afdeling) 
dalam suatu kawasan wilayah sungai.

Prinsip prinsip pengelolaan irigasi mulai d ipe lajari 
(HasselmanJ 914) dan komisi irigasi mulai dibentuk untuk 
melakukan fungsi kordinasi dengan Departemen Pertanian, Industri,
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dan Perdagangan (Departement van Landbouw, Nijverheid ,en 
Handel) yang baru dibentuk pada tahun 1905.

Periode kedua merupakan periode pemantapan upaya upaya 
pengelolaan air irigasi di tingkat tersier dalam rangka mendukung 
rencana tata tanam {cultur plan) pada suatu daerah irigasi. Pada 
periode kedua ini ditetapkan kebutuhan irigasi relatif untuk berbagai 
tanaman dan penggolongan tanaman pada awal musim tanam. 
Untuk mendukung pelaksanaan pergiliran air dibangun pula berbagai 
kelengkapan untuk mengelola irigasi di tingkat tersier pada daerah 
daerah irigasi yang ditanami tebu seperti waduk-waduk lapangan. 
Kelembagaan petani, seperti ulu-ulu pembagian dan ulu-ulu desa 
dikaji efektifitasnya sebagai lembaga pengelola air di tingkat desa 
(Clason,1936).

Walaupun desentralisasi pemerintahan umum ke propinsi propinsi 
di Jawa telah dimulai sejak 1926 sampai 1930 dan urusan irigasi 
telah diserahkan ke pemerintah tingkat provinsi sejalan dengan 
proses desentralisasi tersebut, namun undang-undang yang mengatur 
irigasi secara menyeluruh (Algemeen Water Reglement) baru 
diumumkan pada tahun 1936 melalui Staatsblad 1936 no 489 yang 
kemudian disusul dengan aturan-aturan ditingkat provinsi (Provinciate 
Water Reglement) •

Ada beberapa pelajaran yang diperoleh dalam upaya 
menghasilkan berbagai produk kebijakan yang terkait dengan 
pembangunan irigasi. Pertama, perlunya upaya rintisan atau ujicoba 
untuk mempelajari apakah sesuatu instrumen kebijakan dapat 
dilaksanakan, misalnya ujicoba pembangunan irigasi dalam skala 
besar yang dilakukan pada paroh kedua abad 19. Kedua, perlunya 
evaluasi nex pos(f terhadap proses yang sedang berjalan dan bila 
ujicoba tersebut berhasil maka formalisasi kebijakan dilakukan dan 
pada fase kedua dilanjutkan dengan perluasan investasi. Ketiga, 
sejalan dengan perluasan investasi irigasi, perlu dilakukan upaya 
merintis pembangunan kelembagaan pengelolaan irigasi yang telah 
dimulai pelaksanaannya sebelum kebijakan irigasi diumumkan dan 
pada fase ketiga dapatlah dianggap sebagai pemantapan, baik proses 
pembangunan prasarana fisik maupun kelembagaan.
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Majelis APU dan hadirin yang saya muliakan,

Dengan semakin meluasnya irigasi yang dibangun pemerintah 
baik pemerintah kolonial maupun pemerintah Republik Indonesia 
dijumpai dikotomi kerangka pengelolaan irigasi yaitu kerangka 
pengelolaan yang berbasis masyarakat tani dan yang berbasis 
pemerintah. Paling tidak ada empat fase perkembangan yang perlu 
dicermati sebagai akibat hubungan saling mempengaruhi antara 
kekuatan kekuatan yang menentukan eksistensi kedua kerangka 
pengelolaan tersebut (Pasandaran,2003).

•  Pertama, fase pembangunan irigasi oleh masyarakat tani. 
Akumulasi pengalaman masyarakat tani terjadi dalam tempo 
yang lama mungkin ribuan tahun seperti yang dilaporkan oleh 
Van Zetten Vander Meer(1979), mungkin sudah berlangsung 
sejak 16 abad sebelum masehi, dimulai dengan pembangunan 
sawah tadah hujan, dan kemudian disusul dengan penemuan 
teknologi mengalihkan air dari sungai. Walaupun teknologi 
pengalihan aliran air tersebut bersifat sederhana yaitu 
pengambilan bebas (free intake), namun makna dari temuan 
tersebut adalah terjadinya perubahan sosial seperti pembagian 
tenaga kerja dan akumulasi kesejahteraan. Irigasi subak di 
Bali adalah salah satu contoh dari irigasi masyarakat yang 
diperkirakan berlangsung sejak penghujung m ilenium 
pertama.

•  Kedua, fase koeksistensi antara irigasi masyarakat dan irigasi 
berbasis pemerintah. Sejak pertengahan abad 19 irigasi dalam 
skala besar dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Fase 
ini berlangsung lebih dari satu abad, (sejak 1848 -  pertengahan 
dasawarsa tujuh puluhan). Walaupun pemerintah kolonial 
Belanda membangun irigasi skala besar pada sistem 
persawahan dan irigasi yang dirintis oleh masyarakat namun 
masyarakat tani tetap melanjutkan pengembangan sistem 
irigasi mereka sendiri. Sistem irigasi yang dibangun 
masyarakat sering dianggap sebagai sistem irigasi liar karena 
bangunannya bersifat sementara yang mudah rusak bila 
diterjang banjir. Secara khusus, sistem irigasi masyarakat yang
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dianggap baik oleh pakar Belanda adalah irigasi subak di Bali 
dan sisten irigasi yang dibangun didaerah daerah Solo dan 
Yogya (Witzenburg 1936, Van der Giessen 1946).

•  Ketiga, fase dominasi peranan pemerintah dalam pengelolaan 
irigasi. Investasi irigasi dilakukan secara besar-besaran pada 
dasawarsa tujuh puluhan dan delapan puluhan dengan tujuan 
mewujudkan tercapainya swa sembada beras. Adanya 
teknologi revolusi hijau yang rensponsif terhadap air 
memerlukan upaya perbaikan infrastruktur irigasi yang sudah 
ada dan perluasan sistem irigasi khususnya di luar Jawa. 
Upaya tersebut sangat ditunjang oleh melonjaknya harga 
minyak dipasar internasional yang memperkuat dukungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan utang 
luar negeri yang dalam tahap awal dilakukan melalui proyek 
proyek irigasi dengan bantuan IBRD/IDA. Dengan adanya 
dukungan finansial yang kuat, pemerintah melalui proyek 
PROSIDA ikut memperbaiki sistem irigasi tersier dengan 
introduksi rancangbangun yang standar seperti bangunan 
pembagian air yang dilaksanakan melalui pihak ketiga. 
Demikian pula dengan menggunakan momentum keadaan 
iklim ekstrim seperti musim kemarau yang panjang telah 
dilakukan perbaikan irigasi masyarakat dengan standar 
rancangbangun pemerintah tanpa memperhatikan prinsip- 
prinsip pengelolaan yang berlaku setempat. Termasuk dalam 
kategori tersebut antara lain perbaikan irigasi di daerah irigasi 
Subak melalui Bali Irrigation Project pada dasawarsa 
delapanpuluhan yang tidak saja mereduksi otonomi Subak 
tetapi juga mendorong ketergantungan Subak pada 
manajemen oleh pemerintah.

•  Keempat, fase reformasi pengelolaan irigasi dan sumberdaya 
air pada umumnya seiring dengan desentralisasi dan otonomi 
daerah. Fase ini didahului oleh Kepres no 3/ 1999 dan PP 77 
tahun 2001 tentang irigasi yang pada hakekatnya 
menyerahkan kewenangan pengelolaan irigasi kepada 
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Sementara proses

Dr. Effendi P a sa n d a ra n  13



penyerahan kewenangan tersebut sedang berlangsung 
melalui program Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi 
(PKPI) upaya penyusunan RUU Sumberdaya A ir juga 
dipersiapkan. Pada fase ini terjadi pertarungan berbagai 
kepentingan, misalnya antara kepentingan melanjutkan 
reformasi irigasi yang memberikan penekanan pada upaya 
pemberdayaan petani melalui pemberian kewenangan 
pengelolaan yang lebih besar dengan kepentingan 
mempertahankan kerangka pengelolaan yang sudah berjalan 
selama ini melalui pendekatan investasi, serta antara upaya 
memberikan peluang yang besar bagi sektor swasta dalam 
pengelolaan sumberdaya air dengan upaya yang menolak 
peran sektor swasta. Reformasi irigasi pada fase ini juga 
dipengaruhi oleh kecenderungan global yang menekankan 
keterpaduan pengelolaan sumberdaya air.

Berbeda dengan fase ketiga yang dicirikan oleh dominasi 
pemerintah dalam pengelolaan irigasi maka reformasi fase 
keempat diharapkan menghasilkan suatu keseimbangan 
dalam menerapkan peran dari berbagai aktor yang terlibat 
dan dalam menerapkan fungsi fungsi air yaitu fungsi ekonomi, 
fungsi sosial dan fungsi keberlanjutan lingkungan sumberdaya 
air.

REFORMASI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Majelis APU dan hadirin yang saya muliakan,

Aspek yang selanjutnya akan dibahas adalah reformasi pada fase 
keempat. Ada tiga faktor yang saling mempengaruhi yang akan 
menentukan arah pengelolaan irigasi dimasa yang akan datang yaitu 
produk hukum berupa undang-undang dan peraturan- peraturan 
pemerintah, kearifan lokal yang dipraktekan oleh masyarakat 
setempat, dan perkembangan teknologi.
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1) Memperjuangkan kewenangan melalui produk hukum

Menurut Schlager dan 〇strom(1999) pengelolaan air dari 
perspektif kelembagaan dapat diartikan sebagai kewenangan 
membuat keputusan dalam pemanfaatan sumber daya air. 
Pengelolaan air merupakan salah satu tipe hak atas air yang dapat 
bersifat kumulatif. Termasuk dalam hak atas air (waterrights) misalnya 
hak untuk akses, yaitu hak untuk masuk dalam suatu kawasan 
sumberdaya, hak pemanfaatan, yaitu hak untuk mamanfaatkan 
satuan satuan dari sumberdaya, hak mengenyampingkan (exclusion 
right), yaitu hak untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh 
masuk kawasan dan memanfaatkan sumberdaya, hak transfer yaitu 
hak untuk menjual atau menyewakan sumberdaya. Hak untuk akses 
dan pemanfaatan adalah hak pada tingkat operasional sedangkan 
tiga hak lainnya adalah hak kolektif.

Tatkala krisis ekonomi yang tejadi sejak 1997 mulai 
berkepanjangan dirasakan bahwa kemampuan pemerintah dalam 
membiayai operasi dan pemeliharaan sistem irigasi yang menjadi 
tanggung jawabnya semakin terbatas. Hal ini antara lain terjadi 
karena meluasnya sistem irigasi berbasis masyarakat yang terkooptasi 
menjadi sistem irigasi berbasis pemerintah.

Apa sebenarnya permasalahan yang timbul dengan adanya 
intervensi pemerintah dalam memperbaiki sistem irigasi masyarakat 
pada masa lampau? Permasalahan utamanya terletak pada kerangka 
pengelolaan, yaitu rancang bangun yang melandasi pola pengelolaan 
berbasis pemerintah tersebut. Dalam prakteknya pola ini 
menghendaki adanya keputusan yang cenderung sentralistik, dalam 
mengatur pola tanam dan pembagian air. Keputusan keputusan yang 
dibuat diatur melalui operasi bangunan-bangunan air seperti pintu 
pintu air yang ada dalam suatu sistem irigasi.

Kerangka fisik yang baru dari suatu sistem irigasi dengan demikian 
menghendaki kerangka pengelolaan tertentu yang berbeda dengan 
kerangka pengelolaan semula dan sebagai akibat lebih lanjut adalah 
meningkatnya ketergantungan masyarakat tani setempat terhadap 
pemerintah dalam pengelolaan irigasi, termasuk pembiayaan operasi 
dan pemeliharaan (Pasandaran, 2004).
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Mencermati perkembangan tersebut sebenarnya PP 77 tahun 2001, 
yang memberikan kewenangan penuh bagi masyarakat untuk 
mengelola sistem irigasi dapatlah dianggap sebagai suatu terobosan 
kelembagaan dalam rangka memulihkan citra irigasi berbasis 
masyarakat.

Namun demikian upaya mewujudkan pengelolaan irigasi berbasis 
masyarakat yang mandiri di masa datang hendaknya dilihat dalam 
kerangka dinamika evolusioner dengan menyegarkan kembali (re- 
invigoration) secara penuh kekuatan-kekuatan melekat yang menjadi 
cirinya, misalnya ciri-ciri keterbukaan, musyawarah, partisipatif, dan 
saling mempercayai. Semua ciri tersebut adalah bagian dari kapital 
sosial yang diperlukan bagi terwujudnya tatanan pemerintahan yang 
baik (G ood Governance) dalam mengelola sumberdaya air. 
Membangun kembali elemen elemen kapital sosial tersebut berarti 
juga memperkuat prinsip 11 subsidiarity1 atau ketangguhan lokal untuk 
menjaga goncangan-goncangan yang berasal dari luar.

Pertarungan kepentingan politik lebih lanjut dalam era reformasi 
dan desentralisasi menghasilkan Undang-Undang no 7 tahun 2004 
tentang sumberdaya air yang tidak memberikan kewenangan 
kepada petani untuk mengelola irigasi secara menyeluruh. Pada 
tingkat ujud ic ia l revieW1 oleh Mahkamah Konstitusi dipersoalkan 
apakah undang-undang tersebut mampu menterjemahkan aspirasi 
yang terdapat dalam UUD 1945? Dalam hal memenuhi amanat pasal 
33 ayat 3 apakah pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya air yang 
diatur melalui undang undang ini mampu memberi peluang bagi 
sebesar besarnya kemakmuran rakyat?

Mengingat cukup banyak undang-undang yang dihasilkan dimasa 
lampau menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya, salah satu cara 
untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah menyoroti apakah suatu 
produk hukum merupakan perwujudan dari prinsip atau kerangka 
dasar yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya atau 
kelompok masyarakat yang terkait dengan masalah yang diatur. 
Sebelum menjawab secara langsung tentang apa relevansi undang- 
undang ini dari sudut pandang tersebut, terlebih dahulu digambarkan 
kontekstualisasi p o litik  penyusunan undang-undang yang 
menyangkut sumberdaya air di Indonesia.
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Ada dua undang-undang yang mendahului yaitu M/gemeen luater 
Reglemenf (AWR) pada tahun 1936 (Staatsblad, 489), dan UU No. 
11 tahun 1974 yang perlu diperhatikan mengingat kedua produk 
hukum ini turut memberi warna terhadap UU No. 7, 2004.

AWR pada hakekatnya adalah produk hukum yang memberi 
landasan bagi pengelolaan sumberdaya air khususnya irigasi, 
mengingat irigasi adalah salah satu instrumen kebijakan yang 
dituangkan dalam politik etika (Ethiesche Politiek) yang di sampaikan 
Ratu Wilhelmina tatkala membuka lembaran abad 20 pada tahun 
1900 di depan perlemen Belanda (Tweede Kamer). Setelah 
mengalami uji coba pembangunan irigasi dalam skala besar selama 
kurang lebih 50 tahun sejak pertengahan abad 19 dan mengalami 
evaluasi oleh berbagai komisi, antara lain komisi Van Deventer, 
barulah formalisasi kebijakan dilakukan.

Demikian pula AWR disusun berdasarkan suatu proses yang 
memakan waktu, terutama menyangkut prinsip-prinsip pengelolaan 
yang digunakan misalnya apakah prinsip yang mengutamakan 
otonomi masyarakat dalam pengelolaan irigasi atau prinsip yang 
didominasi oleh pengaturan pemerintah (Hasselman, 1914). 
Walaupun kebijakan pembangunan irigasi dimaksudkan untuk 
memperbaiki kesejahteraan masyarakat pribum i, upaya 
pembangunan tersebut tidak lepas dari kepentingan ekonomi 
pemerintah jajahan yaitu mendukung komoditi ekspor seperti 
tanaman tebu. Oleh karena itu dibangun suatu prinsip pengelolaan 
bahwa pengaturan irigasi pada jaringan jaringan utama dikuasai oleh 
pemerintah, sedangkan pada tingkat tersier dikelola oleh masyarakat 
tani. Termasuk dalam prinsip pengelolaan adalah rencana tata tanam 
(culturplan) yang perlu mendapat persetujuan representasi lembaga- 
lembaga pemerintah yang duduk dalam panitia irigasi. Ujicoba 
terhadap prinsip tersebut berlangsung cukup lama, termasuk 
desentralisasi pengelolaan ke tingkat propinsi (Van der Giessen,1946). 
Dapatlah disimpulkan bahwa AWR dan kemudian disusul dengan 
Provinciale Water Reglement (P\NR) merupakan formalisasi terhadap 
peraturan peraturan yang telah dipraktekan.

Berpangkal tolak dari irigasi, upaya membangun kesejahteraan 
masyarakat kemudian dikembangkan oleh Blomestijn pada tahun
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1946 dengan mengusulkan pembangunan dalam lingkup yang lebih 
luas seperti pembangunan waduk guna memenuhi kebutuhan air 
untuk berbagai keperluan seperti tenaga listrik, air minum, dan 
keperluan lainnya. Rencana tersebut d iw ujudkan dalam 
pemerintahan Presiden Sukarno dengan pembangunan waduk 
Jatiluhur, karena bagi Bung Karno, seperti yang diucapkannya dalam 
upacara peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas In­
donesia di Bogor pada tahun 1952, bahwa masalah pangan adalah 
hidup atau matinya bangsa Indonesia.

Tatkala revolusi hijau mulai bergulir dengan ditemukannya varitas 
padi unggul yang responsif terhadap pupuk dan air pada tahun 1960 
an terbersit harapan bagi Indonesia untuk mencapai swasembada 
beras. Komitment untuk swa sembada beras dituangkan sejak 
Repelita pertama dengan memberikan porsi anggaran pembangunan 
yang besar pada sektor pertanian dan pengairan.

UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan pada hakekatnya 
memberi lingkup yang lebih luas dari AWR dan memberi 
kewenangan kepada Pemerintah dalam berbagai dimensi 
pembangunan dan pengelolaan dibidang pengairan termasuk 
didalamnya irigasi, pengendalian banjir, pengembangan air tanah 
dan pengusahaan air untuk berbagai keperluan dan memberikan 
landasan hukum pada pelaksanaan berbagai program pembangunan 
yang sedang berjalan termasuk didalamnya perbaikan dan perluasan 
irigasi. Upaya pembangunan tersebut khususnya perbaikan dan 
perluasan irigasi memberikan sumbangan yang besar bagi 
pencapaian swasembada beras pada tahun 1984 bersama sama 
dengan teknologi pertanian, dan kebijakan insentif harga yang 
memadai.

Setelah tahun 1984 muncul masalah-masalah baru, seperti 
semakin mahalnya biaya investasi dan semakin seringnya terjadi 
gejala-gejala yang disebabkan oleh semakin rusaknya sumber daya 
alam yang tersedia yang disebabkan oleh semakin tingginya tekanan 
terhadap sumberdaya lahan dan air dan yang juga dipicu oleh 
kebijakan pembangunan sektoral yang tidak seirama. Masalah yang 
muncul dipermukaan adalah efisiensi pemanfaatan sumberdaya air 
dan munculnya gejala gejala seperti banjir dan kekeringan yang
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frekuensinya semakin tinggi. Barulah disadari bahwa pendekatan 
sektoral yang selama ini dianut tidak memadai, karena masalah banjir 
ataupun kekeringan tidak dapat dipecahkan oleh satu sektor 
pembangunan saja, demikian pula tidak dapat dipecahkan dengan 
mengandalkan pendekatan prasarana saja. Setelah adanya o il shock 
tahun 1987 diuji coba berbagai pendekatan kelembagaan, namun 
itu semua dianggap kurang effektif karena terbelenggu oleh 
pendekatan sektoral.

UU No 7 tahun 2004 menempatkan konservasi sebagai upaya 
kebijakan utama untuk memulihkan kinerja sumberdaya alam 
termasuk air, dan menempatkan pendekatan keterpaduan melalui 
Dewan Sumberdaya Air pada berbagai jenjang wilayah, termasuk 
Wilayah Sungai, sebagai upaya strategis untuk memecahkan masalah 
tersebut diatas. Inilah kekuatan tetapi sekaligus merupakan tantangan 
besar dari undang-undang baru ini. Karena berbeda dengan dua 
undang-undang terdahulu yang telah mengalami proses pematangan 
sebelum diundangkan, undang-undang baru ini semata mata 
didasarkan pada keberanian moral termasuk didalamnya komitmen 
politik.

Suatu kerangka dasar yang memberikan inspirasi bagi 
pelaksanaan pengelolaan terpadu sumberdaya air yang memuat 
berbagai asas seperti aturan keterwakilan dalam berbagai jenjang 
dewan sumberdaya air, keadilan dalam alokasi dan distribusi air, 
kemitraan dalam proses dialog antar pemangku kepentingan, dan 
pelayanan yang bertanggung jawab {accountability), perlu dibangun 
terlebih dahulu. Namun demikian apabila undang-undang ini 
dilaksanakan secara arif dengan berpijak pada kerangka dasar 
tersebut dan menempatkan Dewan Sumberdaya A ir sebagai 
kekuatan pendukung, masalah-masalah yang dipersoalkan seperti 
ancaman dominasi sektor swasta dan dominasi pemerintah dalam 
menetapkan batas-batas kewenangan dalam pengelolaan irigasi 
dapatlah dihindarkan melalui pendekatan keterpaduan. Apabila 
pendekatan keterpaduan tersebut efektif dilaksanakan, amanat pasal 
33 ayat 3 UUD 1945 mudah-mudahan dapat dirasakan oleh generasi 
yang akan datang.
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(2) Mengintegrasikan Kearifan Lokal dalam Perumusan dan 
Pelaksanaan Kebijakan

Majelis APU dan hadirin yang saya muliakan,

Tanah dan Air adalah identitas kultural bagi banyak suku bangsa 
di dunia termasuk suku-suku bangsa di Indonesia. Tanah dapat 
diwariskan sebagai milik individu ataupun kelompok sedangkan air 
dalam suatu wilayah pada umumnya dipandang sebagai warisan 
bersama (common heritage resources). Dalam praktek irigasi di 
pedesaan dikenal berbagai kearifan lokal yang memungkinkan 
terjadinya interaksi antar individu, antar kelompok dalam suatu sistem 
irigasi, dan antar kelompok masyarakat dalam sistem irigasi yang 
berbeda dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Dalam sistem 
interaksi tersebut penggunaan air antar individu ataupun antar 
kelompok dapat dipertukarkan pada suatu musim ataupun antar 
musim berdasarkan prinsip kepercayaan timbal balik {mutual trust) 
dan ada sangsi-sangsi yang dilaksanakan berdasarkan norma yang 
berlaku setempat. Pengawasan terhadap proses yang berlaku 
dilakukan secara kolektif dan transparan dan pengambilan keputusan 
yang dilakukan bersama didorong oleh rasa tanggung jawab bahwa 
sumberdaya air adalah kepentingan bersama yang perlu dipelihara 
dengan baik.

Prinsip lain yang sangat penting dalam pengelolaan irigasi adalah 
asas keadilan dalam pembagian air. Banyak contoh irigasi yang 
dibangun masyarakat setempat mewariskan rancang bangun 
pembangunan dan pengelolaan irigasi yang mencerminkan keadilan 
pembagian air yang dihubungkan dengan antara lain luasnya lahan 
yang diairi. Pembagian air proporsianal secara konsisten dilakukan 
pada berbagai jenjang sistem irigasi. Pembagian air dengan sistem 
bifurkasi dan proporsional merefleksikan asas keadilan berdasarkan 
kesamaan dalam memperoleh kesempatan atau menurut kategori 
Rawls (1971) dalam bukunya yang berjudul A Theory of Justice disebut 
sebagaix] principle o f equality o f opportunity' Contoh yang baik untuk 
ditampilkan adalah irigasi subak di Bali yang rancang bangunnya 
memudahkan pengawasan bagi setiap anggota subak.Prinsip 
keputusan yang demokratis pada tingkat karama subak memperkuat 
pandangan bahwa sistem subak dikelola sebagai suatu xx self govern-
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ing systeni1 (Ostrorr\^ 999) Berbeda dengan irigasi besar di kawasan 
Asia lainnya seperti Cina dan India terjadi apa yang disebut oleh 
Kari Wittfogel (1957) sebagai ''oriental despotisrri1 yaitu polarisasi 
kekuasaan melalui penguasaan atas sumberdaya air, gejala tersebut 
sampai sekarang ini tidak nampak di Indonesia (lihat Geertz, 1980 ).

Keterkaitan melalui proses interaksi tidak saja terjadi antar sistem 
irigasi saja tetapi dengan unit-unit kegiatan lainnya yang terkait 
dengan air baik lahan kering dih ulu maupun lahan pantai di hilir 
yang memungkin terjadinya suatu sistem pengelolaan yang bersifat 
uPolicentric Governance1 yang dicirikan oleh interaksi harmonis 
berbagai lembaga yang ada dalam suatu Daerah Aliran Sungai 
(Cardenas, 2002)

Uraian tersebut sesungguhnya mencerminkan praktek 
pengelolaan yang bersifat ugood governance1' (GWP,2004. 
Pasandaran et al, 2002), suatu modal budaya yang terdapat tidak 
saja di Bali tetapi juga pada sistem irigasi yang dibangun petani di 
kawasan pedesaan Jawa dan Sumatera. Pendekatan skolastik dalam 
upaya memperbaiki irigasi desa dan subak pada masa Orde Baru 
dalam banyak hal mengabaikan prinsip-prinsip tersebut yaitu 
memperbaiki irigasi masyarakat tani dengan rancang bangun yang 
standar yang diturunkan dariuDutch School o f Thought1 yang berbasis 
hukum AWR yang pada hakekatnya mengutamakan prinsip 
kegunaan dan kepentingan {the classical principle o f utility, lihat 
Rawls, 1970).

UU No. 7 tahun 2004 memberikan ruang gerak bagi masyarakat 
petani untuk membangun sistem irigasinya sendiri dan juga 
mengakui hak-hak tradisional seperti hak ulayat, suatu langkah yang 
lebih maju dibandingkan dengan UU 11 tahun 1974. Walaupun hal 
ini merupakan unecessary conditiorf namun perlu dimunculkan 'suf­
ficient condition11. UU tersebut perlu diterjemahkan lebih lanjut 
berupa peraturan yang hendaknya dapat menjadi pemicu bagi 
pemulihan kembali dan pemanfaatan nilai-nilai budaya luhur yang 
terkandung dalam pengelolaan sumberdaya air khususnya dan 
sumberdaya alam pada umumnya yang diwariskan dari generasi ke 
generasi.
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Apabila harapan tersebut dapat diwujudkan, yang mungkin terjadi 
dalam jangka panjang, visi terwujudnya kesejahteraan rakyat yang 
seluas luasnya dapat terpenuhi karena munculnya peluang-peluang 
yang lebih luas bagi pembangunan ekonomi yang berlanjut dan adil 
dan terpelihara dan berkembangnya nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Undang-undang no 7 tahun 2004 memberikan landasan hukum 
yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan dua undang- 
undang sebelumnya namun demikian terbentang tantangan yang jauh 
lebih besar dalam menghadapi permasalahan pembangunan dan 
pengelolaan sumberdaya air dimasa sekarang dan yang akan 
datang.yang memerlukan kemampuan pemahaman yang lebih 
jernih dan dalam untuk mengetahui hakekat permasahan yang 
dihadapi dan dalam menentukan agenda dan langkah langkah 
pembangunan yang tepat untuk mewujudkan amanat oleh UUD 
1945.

(3) Perkembangan Teknologi 

Majelis APU yang saya muliakan,

Teknologi irigasi dapat dipandang sebagai suatu kerangka fisik 
yang melandasi perkembangan kelembagaan pengelolaan irigasi. 
Oleh karena itu perkembangan teknologi irigasi terkait erat dengan 
fase-fase perkembangan kelembagaan pengelolaan irigasi. Teknologi 
penyadapan air dengan pengambilan bebas dari sungai (free intake 
diversion system) dilengkapi dengan cross regulator sederhana 
dan sementara untuk memasukan air ke blok persawahan mungkin 
merupakan inovasi awal yang dilakukan oleh masyarakat petani.

Perkembangan lebih lanjut adalah teknologi yang menggunakan 
pembagian proporsional dengan bangunan-bagi bercabang (bifurca­
tion structure). Teknologi pembagian air proporsional secara untuh 
dipraktekan pada irigasi Subak di Bali. Sedangkan teknologi free 
intake dengan cross regulator yang sederhana banyak di praktekan 
pada irigasi berbasis masyarakat di pulau Jawa. Karena sifatnya yang 
otonom dan transparan, teknologi ini merupakan penciri dari irigasi 
berbasis masyarakat. Irigasi yang dibangun dengan teknologi ini 
umumnya berskala kecil, sesuai dengan ciri kelompok masyarakat
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seperti yang terdapat di pulau Jawa umumnya berbasis desa. Karena 
itu sistem irigasi seperti ini biasanya disebut irigasi desa atau irigasi 
pedesaan.

Pada jaman kolonial Belanda mulai dibangun irigasi yang 
membendung sungai dengan berbagi kelengkapan pengaturan air. 
Horst (1998) membangun dua kategori teknologi yang dipraktekan 
yaitu yang disebut teknologi buka dan tutup yaitu yang menggunakan 
pintu pintu air yang dapat dibuka dan ditutup sedangkan kategori 
yang kedua adalah teknologi yang dapat mengatur air secara 
bertahap (gradually adjustable system). Sistem irigasi yang dibangun 
dengan menggunakan teknologi ini umumnya berskala lebih besar 
dari pada irigasi berbasis masyarakat dan memerlukan hirarki 
pengelolaan pada berbagai jenjang yang mendorong munculnya 
pengelolaan yang bersifat sentralistik. Inilah ciri-ciri dari irigasi 
berbasis pemerintah yang diintroduksi oleh pemerintah kolonial yang 
dimaksudkan baik untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi pada 
masyarakat pribumi maupun untuk menjaga kepentingan komoditi 
ekspor yang memerlukan dukungan irigasi seperti tanaman tebu.

Perkembangan yang menggunakan teknologi yang lebih maju 
yaitu yang menggunakan peralatan otomatik untuk mengatur air 
dan yang menggunakan bantuan komputer untuk mengatur presisi 
suplai air. Sumber air yang dimanfaatkan dapat berupa air permukaan 
dan air tanah secara sendiri sendiri atau bersama (Conjunctive use). 
Seperti yang telah dibahas sebelumnya pengelolaaan air yang 
berbasis pasar mungkin saja akan menggunakan teknologi seperti 
dalam kategori tersebut apabila komoditi yang diusahakan 
memberikan keuntungan yang besar dan diperlukan efisiensi yang 
tinggi serta pemberian air yang tepat waktu.

Pada masa yang akan datang, disamping irigasi berbasis 
pemerintah dan irigasi berbasis masyarakat pengelolaan irigasi 
berbasis pasar sebagai respons permintaan pasar terhadap komoditi 
yang bernilai tinggi diharapkan akan semakin meluas baik sebagai 
segmen sistem irigasi yang sudah ada maupun sebagai sistem irigasi 
yang berdiri sendiri. Sistem irigasi tersebut diharapkan akan 
memperkuat daya saing sesuatu komoditi dalam persaingan pasar 
global sedangkan sistem irigasi lainnya diharapkan memperkuat
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ketangguhan kinerjanya dengan memanfaatkan kearifan lokal dan 
sumberdaya setempat sehingga beban pengeluaran untuk operasi 
dan pemeliharaan, demikian pula rehabilitasi, turut dipikul oleh 
masyarakat setempat.

Oleh karena persaingan dalam memanfaatkan air akan semakin 
luas sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, 
dan perkembangan teknologi, maka konsep keterpaduan dalam 
lingkup yang luas dalam pengelolaan sumberdaya air menjadi 
semakin rdevan,

KERANGKA PENGELOLAAN TERPADU 
SUMBERDAYA AIR

Majelis APU dan hadirin yang saya muliakan,

Pada hakekatnya pendekatan keterpaduan menekankan 
keseimbangan antara fungsi fungsi ekonomi dan kesejahteraan sosial 
pengelolaan air, lahan dan sumberdaya yang terkait dengan tetap 
memperhatikan keberlanjutan ekosistem.

Lingkup keterpaduan antara lain meliputi lahan dan air, air 
permukaan dan air tanah, wilayah sungai dan lingkungan pesisir yang 
terkait. Keterpaduan tidak saja menyangkut pengelolaan sumberdaya 
fisik tetapi menyangkut hubungan antar pelaku yang memanfaatkan 
dan berkepentingan dengan sumberdaya air. Keterpaduan juga 
mencakup penyusunan kebijakan dan perencanaan antara lain 
meliputi kebijakan dan prioritas pembangunan yang ada implikasinya 
terhadap sumberdaya air, termasuk didalamnya keterpaduan antara 
kebijakan kebijakan makro ekonomi yang mempengaruhi 
pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air, dan keterpaduan 
antar sektor dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan 
sumberdaya air.

Keterpaduan menyangkut peran yang lebih berimbang antar 
berbagai pelaku dan pemangku kepentingan dan memperhatikan 
keserasian berbagai keputusan yang dibuat pada berbagai jenjang 
mulai dari tingkat lokal sampai tingkat nasional.

Oleh karena terbatasnya air sebagai sumberdaya sedangkan 
permintaan terhadap air terus meningkat seiring dengan pertumbuhan
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ekonomi dan penduduk masalah alokasi air menjadi semakin kritis. 
Keterpaduan dalam alokasi air memerlukan upaya untuk 
memperbaiki efisiensi khususnya sektor yang merupakan pengguna 
air yang terbesar seperti irigasi. Sampai sekarang irigasi 
memanfaatkan sebesar 87 persen dari total penggunaan air untuk 
berbagai keperluan di Indonesia dengan kecenderungan yang 
semakin menurun karena meningkatnya pertumbuhan permintaan 
terhadap air di luar irigasi.

Namun demikian perbaikan efisiensi suplai irigasi paling tidak 
memperhatikan tiga hal sebagai berikut: Pertama, adanya 
kecenderungan penggunaan kembali air yang keluar dari suatu sistem 
irigasi, maka upaya perbaikan efisiensi irigasi hendaknya dilakukan 
secara terpadu dalam kerangka pengelolaan sumberdaya air dalam 
suatu wilayah sungai, karena bisa saja terjadi air yang keluar dari 
lahan irigasi dipakai untuk mengisi air tanah atau untuk keperJuan 
memelihara ekosistem. Kedua, harus dapat diupayakan bahwa 
kelebihan air yang dihasilkan dari upaya perbaikan efisiensi dapat 
digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang lebih menguntungkan bagi 
masyarakat. Ketiga, karena jumlah petani yang terlibat dalam upaya 
perbaikan efisiensi re latif banyak, upaya tersebut hendaknya 
dilakukan dengan mempertimbangkan asas keadilan, artinya tidak 
ada lahan petani yang dirugikan dalam pelaksanaan perbaikan 
efisiensi tersebut.

Secara mendasar perubahan yang dikehendaki adalah perubahan 
tatanan pemerintahan yang mengatur air (water governance) dalam 
lingkup politik, sosial, ekonomi, dan sistem administrasi. Lingkup 
perubahan mencakup: (1) Faktor faktor yang mendorong perwujudan 
tujuan (enabling environment) termasuk didalamnya (a) kebijakan 
kebijakan yang mencakup pemanfaatan, dan konservasi sumberdaya 
air, (b) perangkat perundang undangan yang mengatur berbagai hal 
seperti kewenangan dalam pengelolaan, aturan pemanfaatan, dan 
pengelolaan konflik, dan (c) struktur insentif dan pendanaan yang 
memungkinkan terlibatnya berbagai pemangku kepentingan dalam 
pembiayaan, karena semakin mahalnya biaya investasi sumberdaya 
air. (2) Pengembangan kelembagaan yang merupakan salah satu 
kunci penting dalam mewujudkan proses keterpaduan. Diperlukan 
pengkajian yang lebih mendalam apakah ada kelemahan-
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kelemahan dalam penetapan batas kewenangan, termasuk 
didalamnya apakah ada kesenjangan atau tumpang tindih, dan 
apakah ada kegagalan dalam menyelaraskan tanggung jawab, 
kewenangan, dan kompetensi. (3) Instrumen pengelolaan. Ada 
beberapa instrumen pengelolaan yang perlu diperhatikan antara lain 
pengkajian untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat dan 
komprehensif, perencanaan yang menyuguhkan pilihan atau 
kombinasi berbagai opsi dalam pengembangan dan pemanfaatan 
sumberdaya, pengelolaan permintaan untuk memperbaiki 
efisiensi,memajukan pengelolaan yang berbasis masyarakat (civ il 
society), membangun aturan aturan bagi penyelesaian konflik, 
pemberian pelayanan, kualitas air, konservasi dan tata guna lahan.

Berbeda dengan pendekatan sektoral, inisatif awal untuk memulai 
proses keterpaduan cakupannya diharapkan lebih dari yang biasa 
dilakukan dalam menangani persoalan apabila dilakukan melalui 
pendekatan sektoral. Ada banyak persoalan yang dapat dijadikan 
pintu masuk untuk memulai proses keterpaduan tergantung dari skala 
persoalan yang dihadapi apakah nasional, propinsi, wilayah sungai, 
atau pada skala kabupaten dan desa. Misalnya pada tingkat nasional 
sesuai dengan UU no 7 tahun 2004 pintu masuk pendekatan 
keterpaduan dapat dilakukan melalui upaya membangun Dewan 
Sumberdaya Air Nasional dengan memulai membangun kriteria 
keterwakilan berbagai pemangku kepentingan dalam dewan 
tersebut. Demikian pula halnya pada tingkat propinsi dan kabupaten 
masalah-masalah yang lebih operasional dapat dijadikan pintu 
masuk. Suatu forum dialog antar pemangku kepentingan yang 
dilakukan berdasarkan prinsip kemitraan dan transparansi diharapkan 
akan menjadi pelumas proses keterpaduan.

V. KESIMPULAN

Majelis APU dan hadirin yang saya muliakan,

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya dapatlah 
disimpulkan bahwa:
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1. Indonesia harus berupaya menempatkan reformasi irigasi 
dalam kerangka keterpaduan pengelolaan sumberdaya air. 
Kerangka keterpaduan tersebut berpijak pada tiga fungsi 
dasar yang memerlukan hubungan yang selaras satu 
dengan yang lainnya yaitu fungsi alokasi air yang bertujuan 
memperbaiki efisiensi alokasi air untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi, fungsi sosial yang bertujuan 
memperbaiki akses terhadap air berdasarkan asas 
keadilan dan fungsi keberlanjutan yang bertujuan 
memelihara eksistensi dan keutuhan sumberdaya air untuk 
dapat diwariskan secara terus menerus kepada generasi 
yang akan datang.

2. Cakupan keterpaduan tidak saja ditentukan oleh 
keselarasan hubungan antar elemen elemen sumberdaya 
seperti hubungan antara air dan lahan, air permukaan dan 
air tanah, hubungan antara hulu dan hilir, tetapi juga 
hubungan antar sektor penggunaan seperti air untuk irigasi, 
industri, keperluan domestik, dan air untuk keperluan 
lingkungan dalam suatu wilayah sungai.

3. Walaupun produk hukum untuk mewujudkan kerangka 
keterpaduan telah disiapkan melalui UU no 7 tahun 2004, 
namun tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan suatu 
sistem keterpaduan masih besar mengingat yang kita warisi 
selama ini adalah pengalaman yang sifatnya sektoral. 
Kecenderungan global dan kearifal lokal merupakan faktor 
faktor pendorong dalam mewujudkan keterpaduan 
pengelolaan sumberdaya air.

4. Agenda kebijakan berikut ini mudah mudahan 
memberikan nuansa yang lebih segar dalam mewujudkan 
suatu sistem pengelolaan sumberdaya air yang terpadu 
berdasarkan asas keadilan dan keberlanjutan pada masa 
yang akan datang.

•  Membangun inisiatif pendekatan partisipatif terpadu 
sebagai arus utama dalam pembangunan dan 
pengelolaan sumberdaya air di Indonesia. Dalam 
pendekatan keterpaduan diharapkan adanya
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pemahaman yang luas tentang keragaman pemangku 
kepentingan dalam kedudukan yang setara guna 
mewujudkan suatu dialog yang berarti antar berbagai 
pemangku kepentingan. Demikian pula pemahaman 
tentang keragaman karakteristik wilayah sumberdaya 
air seperti w ilayah sungai d iperlukan untuk 
membangun keterpaduan yang bersifat lokal.

•  Mewujudkan kemandirian masyarakat dan 
memperkuat kapital sosial. Dalam jangka panjang 
diperlukan upaya untuk mewujudkan kemandirian 
dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan 
terpadu sumberdaya air. Walaupun pada masa 
lampau kebijakan pemerintah dalam membangun dan 
mengelola sumberdaya air sering memperlemah 
kemandirian masyarakat, namun demikian masih ada 
unsur-unsur kelembagaan yang mempunyai nilai 
positif yang perlu dibangun dan diperkuat, dengan 
memberikan apresiasi pada kelembagaan 
pengelolaan sumberdaya air yang ada pada 
masyarakat. Dalam kaitan dengan upaya 
mewujudkan kemandirian masyarakat adalah 
perlunya diperjuangkan hak atas air bagi kelompok 
kelompok masyarakat yang tersisihkan seperti 
kelompok tani di bagian h ilir daerah irigasi, atau 
kelompok rumah tangga miskin di perkotaan melalui 
kerangka hukum seperti undang undang atau 
peraturan pemerintah.

•  Suatu sistem kemitraan yang berbasis pada 
masyarakat perlu dibangun tidak saja dalam 
hubungan dengan upaya pengelolaan sumberdaya air 
pada umumnya tetapi terutama untuk memperbaiki 
sistem sumberdaya air dan sumberdaya alam yang 
sedang mengalami proses pengrusakan melalui upaya 
upaya konservasi. Sistem kemitraan juga diperlukan 
untuk mengatasi peluang peluang munculnya konflik 
dimasa yang akan datang sebagai akibat dari
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meluasnya krisis air. Konflik air telah muncul di 
beberapa daerah irigasi di pulau Jawa dan akan 
metuas di berbagai tempat dimasa yang akan datang.
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